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ABSTRAK 

Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan 

makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945. Berdasarkan Pasal 33 (3) UUD 1945 menyatakan Bumi, air, dan kekayaan 

alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu bentuk tindakan yang dilakukan untuk 

mewujudkannya ialah dengan melakukan pembangunan diberbagai bidang kehidupan 

seperti bidang kesehatan. Adapun wadah untuk melaksanakan pembangunan itu ialah 

Tanah, karena tanah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Tanah 

selain berfungsi ekonomis juga ternyata memiliki fungsi sosial sehingga kepentingan 

pribadi harus dikesampingkan. Tindakan untuk memperoleh tanah untuk pembangunan 

yang dilakukan oleh Pemerintah salah satunya dapat dilakukan melalui kebijakan 

Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur dalam 

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah 

Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi adalah pembangunan yang bertujuan  untuk 

kepentingan umum dibidang kesehatan, yang mana rumah sakit merupakan institusi 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. 

Didalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah ini 

ternyata terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan lambatnya pembangunan 

hingga sekarang, padahal direncanakan mulai realisasi pembangunannya awal Tahun 

2016 ini. Adapun permasalahannya seperti tidak adanya akses jalan masuk menuju 

Rumah Sakit tersebut nantinya dan juga Pemerintah Kota Bukittinggi belum menyiapkan 

konsultan Manajemen Konstruksi (MK) serta Detail Engineering Design (DED) yang 

sesuai aturan. Namun, diharapkan dari Pemerintah Kota Bukittinggi segera 

menyelesaikan permasalahan yang melatarbelakangi lambatnya pembangunan Rumah 

Sakit Umum Daerah ini segera selesai agar nantinya Rumah Sakit Umum Daerah Kota 

Bukittinggi ini dapat berdiri dan dapat memberikan pelayanan dibidang kesehatan 

kepada masyarakat dan juga nantinya merupakan asset daerah Kota Bukittinggi, dan 

dapat meningkatkan pendapatan Kota Bukittinggi. 

 


